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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan
KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

LKjIP Kecamatan Sukoharjo Kabupaten SukoharjoTahun 2021 merupakan
bentuk komitmen nyata Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dalam
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada
masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.
Kinerja Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo telah diukur, dievaluasi,
dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Sukoharijo.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan
Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini
untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan
pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan
gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, vyaitu dalamrangka
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan
bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di

masa mendatang.

Sukoharjo, Januari 2022
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan adalah Perangkat Daerah
dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf
Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Inspektorat dan Kecamatan. Maka Organisasi Perangkat Daerah
Kecamatan  Sukoharjo  merupakan  koordinator  penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyaitugas
membantu  Bupati dalam  mengkoordinasikan  penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.

Kecamatan Sukoharjo sebagaimana tercantum pada pasal 76,
terdiri atas :

1. Camat

2. Sekretaris Kecamatan

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Seksi Pemerintahan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum

©® N O U hx W

Kelurahan

a. Sekretaris Kelurahan

b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

d. Seksi Pelayanan Umum



Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas , Kecamatan sukoharjo

mempunyai fungsi sebagai berikut:

1.
2.
3.

10.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman  dan
ketertiban umum

Pengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati.

Pengoodinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayananumum.
Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.

Pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau
kelurahan.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan
Daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan, dan
Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang

dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Tugas

Lurah membantu camat dalam hal:

N o bk W=

Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan

Melakukan pemberdayaan masyarakat

Memelihara pelayanan masyarakat

Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum

Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat, dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Adapun Kecamatan Sukoharjo dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan

sebagai berikut



Tabel I.A.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
(Per Desember 2021)

NO | UNIT KERJA Gol IV | Gol.III Gol.II Gol.I Jumlah
1. | Kec. Sukoharjo 3 10 4 - 17
2. | Kel. Gayam - 5 4 - 9
3. | Kel. Joho 2 2 - - 4
4. | Kel. Jetis - 3 1 - 4
5. | Kel.Mandan - 5 2 - 7
6. | Kel. Banmati - 5 1 - 6
7. | Kel. Begajah - 5 1 - 6
8. | Kel. Kenep - 4 2 - 6
9. | Kel. - 5 1 - 6

Combongan
10. | Kel. Dukuh - 6 - - 6
11. | Kel. Kriwen - 6 - - 6
12. | Kel.Bulakan - 4 2 - 6
13. | Kel. Sonorejo - 3 - - 3
14. | Kel. Bulakrejo 1 4 1 - 6
15. | Kel. Sukoharjo 1 3 3 - 7

JUMLAH 7 70 22 - 99

Sumber: Subbag.Umum dan Kepegawaian
Tabel 1.A.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
(Per Desember 2021)

NO | UNIT KERJA S2 S1 D3 SLTA SLTP Jumlah
1. | Kec. Sukoharjo 4 8 1 4 17
2. | Kel. Gayam 1 3 1 3 9
3. | Kel. Joho 2 - 1 1 4
4. | Kel. Jetis - 3 - 1 4
5. | Kel.Mandan 1 3 - 3 7
6. | Kel. Banmati 2 3 - 1 6




7. | Kel. Begajah - 5 - 1 - 6
8. | Kel. Kenep - 2 1 3 - 6
9. | Kel. Combongan - 4 1 1 - 6
10. | Kel. Dukuh 2 3 - 1 - 6
11. | Kel. Kriwen 2 3 - 1 - 6
12. | Kel.Bulakan 1 3 - - 2 6
13. | Kel. Sonorejo 2 1 - - - 3
14. | Kel. Bulakrejo 1 3 - 2 - 6
15. | Kel. Sukoharjo 1 3 - 3 - 7

JUMLAH 19 47 5 25 3 99

Sumber: Subbag.Umum dan Kepegawaian

Tabel I.A.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender
(Per Desember 2021)
NO | UNIT KERJA Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. | Kec. Sukoharjo 8 9 17
2. | Kel. Gayam 5 4 9
3. | Kel. Joho 2 2 4
4. | Kel. Jetis 4 0 4
5. | Kel.Mandan 5 2 7
6. | Kel. Banmati 4 2 6
7. | Kel. Begajah 4 2 6
8. | Kel. Kenep 4 2 6
9. | Kel. Combongan 4 2 6
10. | Kel. Dukuh 5 1 6
11. | Kel. Kriwen 4 2 6
12. | Kel.Bulakan 3 3 3
13. | Kel. Sonorejo 1 2 3
14. | Kel. Bulakrejo 4 2 6




15.

Kel. Sukoharjo

2

7

JUMLAH

62

37

99

Disamping Pegawai
kelancaran tugas sehari-hari

Tenaga Harian Lepas

Sumber: Subbag.Umum dan Kepegawaian

Negeri

Tabel 1.A.4

Sipil

Daerah,

Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian
(Per Desember 2021)

untuk membantu

Kecamatan Sukoharjo juga mempunyai

NO NAMA HONORER THL JUMLAH
1 Kec. Sukoharjo - 6 6
2. | Kel. Gayam - 3 3
3. | Kel. Joho - 4 4
4. | Kel. Jetis 1 3 4
5. | Kel.Mandan 2 3 5
6. | Kel. Banmati - 2 2
7. | Kel. Begajah - 2 2
8. | Kel. Kenep - 3 3
9. | Kel. Combongan - 3 3
10. | Kel. Dukuh - 3 3
11. | Kel. Kriwen - 4 4
12. | Kel.Bulakan - 5 5
13. | Kel. Sonorejo 1 4 5
14. | Kel. Bulakrejo - 5 5
15. | Kel. Sukoharjo 2 2 4

Jumlah 6 52 58

Sumber: Subbag.Umum dan Kepegawaian




B. Fungsi Strategis Kecamatan Sukoharjo
Berdasarkan pada tugas dan fungsi Kecamatan Sukoharjo dimaksud,
maka Kecamatan Sukoharjo secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu :

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukoharjo.

Secara singkat Kecamatan Sukoharjo memiliki mandat yang harus
dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum,penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

2. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
kelurahan;

4. Meningkatkan pengelolaan urusan kesekretariatan kecamatan.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Kecamatan Sukoharjo

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Sukoharjo
dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi adalah sebagai berikut :

1. Jumlah personil PNS yang ada di Kecamatan Sukoharjo dan di kelurahan
sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan
kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendaan pelayanan ini tidak
bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja
pelayanan.

2. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam
menunjang kelancaran tugas dan fungsi organisasi.

3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.

4. Masih belum efektif dan efisiennya pelayanan publik.

D. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan penjelasan
mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Sukoharjo selama tahun 2021.
Capaian kinerja (performance results) 2021 tersebut diperbandingkan dengan
Penetapan Kinerja (performance agreement) 2021 sebagai tolok ukur
keberhasilan tahunan Kecamatan Sukoharjo. Analisis atas capaian kinerja
terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah

celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.



Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 berpedoman
pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

BABI = PENDAHULUAN.
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi perangkat
daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

organisasi perangkat daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA.
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.
A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi perangkat
daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
organisasi perangkat daerah sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja organisasi perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian
kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi perangkat
daerah.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

5. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan
kinerja.

B. Realisasi Anggaran



Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

perangkat daerah sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
perangkat daerah serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan

kinerjanya.

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
2) Rencana Kerja Tahun 2021

3) Pengukuran Kinerja Tahun 2021



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Sukoharjo 2016 — 2021, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan
yang memuat tujuan, sasaran dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun
waktu Tahun 2016 — 2021.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo harus merumuskan visi dan misi
tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan
sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan factor kunci keberhasilan
yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

Adapun keberadaan Kecamatan Sukoharjo terkait dengan RPIMD
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, maka visi-misi Kecamatan Sukoharjo
memiliki keterkaitan dengan misi RPIJMD tersebut yaitu pada misi pertama
sampai dengan misi kelima. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Sukoharjo
menjadi satu kesatuan dalam Renstra Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 — 2021.
1. Visi.

Visi adalah merupakan harapan atau keinginan yang akan dicapai
oleh Perangkat Daerah (Kecamatan Sukoharjo) dalam lima tahun, yaitu :
“Mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang lebih makmur*".
Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akanmewujudkan
keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan
Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, makna yang terkandung dalam Visi

tersebut dijabarkan sebagai berikut:

v MAJU
Maju Merupakan pelaksanaan pembangunan menuju kearah yang
lebih baik

v' AMAN
Aman mengandung arti terhindar dari ancaman lahir dan batin secara
individu dan kelompok

v" KONSTITUSIONAL

Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan maupun



kemasyarakatan harus dilandasi hokum atau dapat
dipertanggungjawabkan menurut hokum

v MANTAP
Warga masyarakat dan segenap pnyelenggaraan pemerintahan
optimis dalam membangun Sukoharjo

v" UNGGUL
Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha
mencapai yang terbaik

v RAPI

Rapi mengandung pengertian apik, baik bersih, teratur, tertib, beres

2. Misi
Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sukoharjo 2016-2021 tersebut,
maka dijabarkan dalam 5 (lima) misi yang menjadi pedoman bagi
pembangunan Kecamatan Sukoharjo:
a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan
reformasi birokrasi
b. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
c. Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi
d. Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan

e. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan.

3. Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
Tujuan tersebut harus konsisten dengan tupoksi yang kemudian akanmenjadi
arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang akan dicapaikedepan
dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi sekaligus meletakkan
kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan

aktivitas/ kegiatan.

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo memiliki tujuan :
“Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik yang responsive dan akuntabel”

Tujuan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo memiliki indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target diambil dari target
indikator tujuan tahun terakhir sebesar 89,50.



4. Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan;

yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan

sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi obyek

yang dilayani.

Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Kecamatan Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo menetapkan 2 (dua) sasaran dengan indikator terukur,

strategi dan arah kebijakan sebagaimana rincian pada tabel berikut :

Tabel IL.A.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 — 2026

ARAH

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN IKU KEC
Terwujudnya Indeks
kualitas Kepuasan
penyelenggaraan Masyarakat
pemerintahan (IKM)
dan pelayanan
publik yang
responsif dan
akuntabel

Meningkatnya | Peningkatan Mengembangkan | Persentase
kualitas efektivitas layanan birokrasi | peningkatan
pelayanan kinerja birokrasi | yang prima pelayanan
kepada dan layanan kecamatan
masyarakat publik yang

responsif,

transparan dan

akuntabel
Meningkatnya | Meningkatkan Meningkatkan Nilai SAKIP
kualitas kualitas semangat dan PD
aparatur dan | aparatur dan kenyamanan
pelayanan pelayanan bekerja, kemauan
publik publik, bekerjasama,

pemanfaatan transparansi dan

dan peningkatan | akuntabel

pengembangan

publik,

efektivitas dan
efisiensi




Tabel I1.A.2
Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026

No Indikator Target Capaian Kondisi
Tahun Kinerja
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | P292
akhir
periode
Renstra
(1) (2) 3| @ | B 6) @7 | (8 (9)
1 | TUJUAN Terwujudnya kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik yang
responsif dan akuntabel
Indeks Kepuasan 87 |8750| 8 [8850| 8 |8950| 89,50
Masyarakat (IKM)
SASARAN
1 Persentase peningkatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pelayanan Kecamatan
2 Nilai SAKIP PD 60,48 | 61 62 63 64 71 71

B. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan

Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijian/ Verifikasi Keuangan

SKPD




3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor.

2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan.

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah :

1) Pengadaan Mebel

2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3) Pengadaan Aset Tetap Lainnya

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3) Pemeliharaan Mebel



4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

6) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan :

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan

b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1) Fasilitasi Perceoatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan
2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepadaMasyarakat
di Wilayah Kecamatan
c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkankepada
Camat :
1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan vyang terkait dengan

Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :
a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan :
1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4) Evaluasi Kelurahan

b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan :
1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat



4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum :
1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia dan Instansu Vertikal di Wilayah Kecamatan
2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh

Masyarakat

b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

1) Koordinasi/ SInergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum :
a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah :

1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :
a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa :
1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset

Desa

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang
disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud
akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup
outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga
terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

aparatur.



2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi
dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun
2021 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 - 2026.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kecamatan
Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2021 telah menyusun Perjanjian
Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Jumlah anggaran pada APBD Penetapan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.
31.246.264.000,00 dipergunakan untuk melaksanakan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
dengan anggaran sebesar Rp. 16.383.914.000,00

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan
anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan
anggaran sebesar Rp. 14.465.755.000,00

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran
sebesar Rp. 85.395.000,00

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran
sebesar Rp. 130.000.000,00

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan
anggaran sebesar Rp. 141.200.000,00.

Pada tahun 2021 ada refocusing anggaran guna mendukung
penanganan covid 19, penyesuaian kebutuhan anggaran sub kegiatan,
mengakomodir kegiatan yang belum dianggarkan di anggaran penetapan dan
penyesuaian indikator kinerja sesuai dengan renstra tahun 2021-2026, maka
Kecamatan Kabupaten Sukoharjo melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja

sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.



Jumlah anggaran setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

sebesar Rp. 39.724.225.900,00 dipergunakan untuk melaksanakan :

1.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
dengan anggaran sebesar Rp. 15.381.637.900,00

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan
anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan
anggaran sebesar Rp. 17.711.278.000,00

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan
anggaran sebesar Rp. 6.288.410.000,00

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan
anggaran sebesar Rp. 152.000.000,00

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan
anggaran sebesar Rp. 150.200.000,00.

Untuk lebih jelas dan lengkap dapat dilihat dalam form Perjanjian

Kinerja Tahun 2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kecamatan

Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tersebut pada Tabel II.C.1.
dan Tabel II.C.2. dibawah ini :

Tabel I1.C.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN SUKOHAHJO
KABUPATEN SUKOHARJO

No. Sasaran Indikator Kinerja Target
Strategis/Program
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya kualitas Persentase  peningkatan | 100%
pelayanan kepada pelayanan kecamatan
masyarakat
2. Meningkatnya kualitas | Nilai SAKIP PD 60,48
aparatur dan pelayanan
public
No. Program Anggaran (Rp) Ket
(1) (2) (3) (4)
1. Program Penunjang | Rp. 16.383.914.000,00 APBD
Urusan Pemerintahan




Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan | Rp. 40.000.000,00 APBD
Pemerintahan dan
Pelayanan Publik
3. Program  Pemberdayaan | Rp. 14.465.755.000,00 APBD
Masyarakat Desa dan
Kelurahan
4. Program Koordinasi | Rp. 85.395.000,00 APBD
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan | Rp. 130.000.000,00 APBD
Urusan Pemerintahan
Umum
6. Program Pembinaan dan | Rp. 141.200.000,00 APBD
Pengawasan Pemerintahan
Desa
Jumlah Rp. 31.246.264.000,00
Tabel II1.C.2
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN SUKOHAHJO
KABUPATEN SUKOHARJO
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
Strategis/Program
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya kualitas Persentase  peningkatan | 100%
pelayanan kepada pelayanan kecamatan
masyarakat
2. Meningkatnya kualitas | Nilai SAKIP  Perangkat | 60,48
aparatur dan pelayanan | Daerah Angka
public
No. Program Anggaran (Rp) Ket
(1) (2) (3) (4)
1. Program Penunjang | Rp. 15.381.637.900,00 APBD
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan | Rp. 40.000.000,00 APBD

Pemerintahan dan

Pelayanan Publik




Program  Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan

Kelurahan

Rp. 17.711.278.000,00

APBD

Program Koordinasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Rp. 6.288.410.000,00

APBD

Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan

Umum

Rp. 152.700.000,00

APBD

Program Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan

Desa

Rp. 150.200.000,00

APBD

Jumlah

Rp. 39.724.255.900,00




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi

Pemerintah yang disusun secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan
publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja
sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja
dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan danseharusnya
dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran Kinerja Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Sukoharjo dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden
RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003.

Adapun Pengukuran Kinerja tersebut dengan rumus sebagai
berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja

digunakan rumus :

Realisasi
Capaian indikator kinerja = —  x 100
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

digunakan rumus :

Capaian indikator Target - (Realisasi - Target) 100
= X
kinerja Target

Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keberhasilan atas

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah



ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka setiap indikator

kinerja sasaran akan dinilai dengan pengukuran skala ordinal, sebagaiberikut

Tabel ITI.A.1.

Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO. SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1 | Lebih dari 100% Sangat Baik
2 | 75-100% Baik
3 [55-74% Cukup
4 | Kurang dari 55 % Kurang

Pada tahun 2021 Kecamatan Sukoharjo telah melaksanakan
seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai
dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun
2021, RPIJMD dan Renstra Tahun 2021 - 2026 terdapat 1 Tujuan dan2

Sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Tujuan : Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

2. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik

Pengukuran Kinerja Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
pada tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target dan
realisasi kinerja dan membandingkan realisasi kinerja dengan target akhir

renstra tahun 2021-2026, dengan uraian pengukuran kinerja sebagai berikut



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun

2021 :
a. TUJUAN:
No. Tujuan Indikator | Satuan | Target | Realisa %
Tujuan si Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. | Terwujudnya Indeks Angka 87 85,103 97%
kualitas Kepuasan
penyelenggaraan Masyarakat
pemerintahan dan | (IKM)
pelayanan publik
yang responsif dan
akuntabel
Berdasarkan pengukuran kinerja tujuan perangkat daerah
sebagaimana tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa :
Capaian indikator utama Terwujudnya kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel dengan
indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai sebesar 97 % atau
dikategorikan Baik.
b. SASARAN :
No. Sasaran Indikator Satuan | Target | Realisasi %
Strategis Sasaran Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. | Meningkatnya Nilai SAKIP Angka 60,48 60,20 99,53
Kualitas Perangkat
Aparatur dan Daerah
Pelayanan
Publik
2. | Meningkatnya Persentase Persen 100 96,67 96,67
kualitas peningkatan
pelayanan pelayanan
kepada Kecamatan
masyarakat




Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran strategis sebagaimana tabel di

atas, dapat disimpulkan bahwa :

1)

2)

Capaian indikator sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Aparatur dan
Pelayanan Publik dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah
tercapai sebesar 99,53 % atau dikategorikan Baik.

Capaian indikator sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada
indikator

Masyarakat dengan persentase peningkatan pelayanan

kecamatan tercapai sebesar 96,67 % atau dikategorikan Baik.

. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target

Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

Rencana Strategis.

Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan pencapaian
kinerja tahun 2021 dengan target akhir Renstra Tahun 2021 - 2026,

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

a. TUJUAN :
No. Tujuan Indikator Satuan Realisasi Target % Capaian
Tujuan Tahun AKhir thd Target
2021 Renstra AKhir
Renstra
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. | Terwujudnya Indeks Angka 85,103 89,50 95,09
kualitas Kepuasan
penyelenggaraan Masyarakat
pemerintahan dan | (IKM)
pelayanan publik
yang responsif dan
akuntabel
Berdasarkan pengukuran kinerja tujuan perangkat daerah apabila
dibandingkan dengan capaian target akhir renstra sebagaimana tabel di
atas, dapat disimpulkan bahwa :
1) Capaian indikator tujuan : Terwujudnya kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai sebesar
95,09 % atau dikategorikan Baik.
b. SASARAN :
No. Sasaran Indikator Satuan Realisasi Target % Capaian
Strategis Sasaran Tahun Akhir thd Target
2021 Renstra AKhir
Renstra
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. | Meningkatnya Nilai SAKIP Angka 60,20 70 86%




Kualitas Perangkat

Aparatur dan Daerah

Pelayanan

Publik

Meningkatnya Persentase Persen 96,67 100 96,67
Kualitas Peningkatan

Pelayanan Pelayanan

kepada Kecamatan

Masyarakat

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran strategis apabila dibandingkan
dengan capaian terhadap target akhir renstra sebagaimana tabel di

atas, dapat disimpulkan bahwa :

1) Capaian indikator sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Aparatur dan
Pelayanan Publik dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

tercapai sebesar 86 % atau dikategorikan Baik.

2) Capaian indikator sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan
kepada Masyarakat dengan indikator Persentase Peningkatan
Pelayanan Kecamatan tercapai sebesar 96,67 % atau dikategorikan
Baik.

Pencapaian sasaran 1 didukung dengan pelaksanaan 1 Program,

yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.381.637.900,00 Terealisasi
sebesar Rp. 14.106.356.949,00 atau 91,70 %. Dengan demikian
terdapat saldo penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.
1.275.280.951,00 atau sebesar 8,29 % dari pagu anggaran yang
ditetapkan.

Capaian dari masing-masing Indikator Kinerja Program adalah

sebagai berikut :

1) Persentase capaian untuk indikator kinerja Cakupan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah tercapai 100 % dari target 100 %.

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini
sebesar Rp. 99.500.000,00.

Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah




2)

3)

b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase capaian untuk indikator Cakupan Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah tercapai 98,84 % dari target 100

%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini

sebesar Rp. 11.578.629.000,00.
Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi

Keuangan SKPD

c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD

e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

f) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran

Persentase capaian untuk indikator Cakupan Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah tercapai 55,41 % dari target

100 %.

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini

sebesar Rp. 280.550.000,00.

Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah :
a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
b) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

c) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan



4)

5)

6)

Persentase capaian untuk indikator Cakupan Administrasi

Umum Perangkat Daerah tercapai 90,64 % dari target 100 %.

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini
sebesar Rp. 891.839.000,00.

Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor
b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Persentase capaian untuk indikator Cakupan Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
tercapai 100 % dari target 100 %.

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini
sebesar Rp. 132.727.000,00.

Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah :
a) Pengadaan Mebel

b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c) Pengadaan Aset Tetap Lainnya

d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Persentase capaian untuk indikator Cakupan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tercapai 94,11 %
dari target 100 %.

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini
sebesar Rp. 1.893.602.900,00.

Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat



7)

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Persentase capaian untuk indikator Cakupan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah tercapai 90,65 % dari target 100 %.

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini
sebesar Rp. 504.790.000,00.

Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b) Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Opearsional atau Lapangan
c) Pemeliharaan Mebel
d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

Pencapaian sasaran 2 didukung dengan pelaksanaan 5 Program,

yaitu :

1.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 Terealisasi
sebesar Rp. 39.000.000,00 atau 97,50 %. Dengan demikian
terdapat saldo penggunaan sumber anggaran sebesar Rp.
1.000.000,00 atau sebesar 2,50 % dari pagu anggaran yang
ditetapkan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 17.711.278.000,00 Terealisasi sebesar
Rp. 17.012.905.500,00 atau 96,05 %. Dengan demikian terdapat
saldo penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 698.372.500,00,00

atau sebesar 3,95 % dari pagu anggaran yang ditetapkan.



3.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 6.288.410.000,00 Terealisasi sebesar
Rp. 4.858.551.550,00 atau 77,26 %. Dengan demikian terdapat saldo
penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 1.429.858.450,00 atau
sebesar 22,74 % dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 152.700.000,00 Terealisasi sebesar Rp.
150.040.000,00 atau 98,26 %. Dengan demikian terdapat saldo
penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 2.660.000,00 atau

sebesar 1,74 % dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 150.200.000,00 Terealisasi sebesar Rp.
149.000.000,00 atau 99,20 %. Dengan demikian terdapat saldo
penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 1.200.000,00 atau

sebesar 0,80 % dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Capaian dari masing-masing Indikator Kinerja Program adalah

sebagai berikut :

1)

2)

Persentase capaian untuk indikator Cakupan Koordinasi
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan sebesar 100 % dari target 100 %.

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini
sebesar Rp. 10.000.000,00

Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah :

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan

Persentase capaian untuk indikator Cakupan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada
di Kecamatan sebesar 100 % dari target 100 %.

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini
sebesar Rp. 20.000.000,00

Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah :

a) Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah

Kecamatan

b) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Keapada

Masyarakat di Wilayah Kecamatan



3)

4)

5)

6)

Persentase capaian untuk indikator Cakupan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat
sebesar 100 % dari target 100 %.

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini
sebesar Rp. 10.000.000,00

Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah :

a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan

Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

Persentase capaian untuk indikator Cakupan Kegiatan
Pemberdayaan Kelurahan sebesar 96,04 % dari target 100 %.

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini
sebsar Rp. 17.348.277.000,00

Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah :

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

d) Evaluasi Kelurahan

Persentase capaian untuk indikator Cakupan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  Tingkat

Kecamatan sebesar 96,89 % dari target 100 %.

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini
sebesar Rp. 363.001.000,00

Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah :
a) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
b) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

c) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Persentase capaian untuk indikator Cakupan Koordinasi
Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum sebesar 77,07 % dari target 100 %.



7)

8)

9)

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini
sebesar Rp. 6.223.015.000,00

Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah :

a) Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal di Wilayah

Indonesia

b) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh

Masyarakat

Persentase capaian untuk indikator Cakupan Koordinasi
Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah sebesar 100 % dari target 100 %.

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini
sebesar Rp. 65.395.000,00

Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah :

a) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Persentase capaian untuk indikator Cakupan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai

Penugasan Kepala Daerah sebesar 100 % dari target 100 %.

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini
sebesar Rp. 152.700.000,00

Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah :

a) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Persentase capaian untuk indikator Cakupan Fasilitasi,
Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa sebesar 100 % dari target 100 %.

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini
sebesar Rp. 150.200.000,00

Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah :

a) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset

Desa



Pengukuran Kinerja untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran

strategis dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.A.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukoharjo

Tahun 2021 Target Akhir | % Capaian
Renstra Terhadap
No Indikator Kinerja Target | Real % (2022) Target Akhir
Capaian Renstra
(2022)
1 2 4 5 6 7 8
1. | Cakupan 100 100 100 100 100
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah
2. | Cakupan Administrasi 100 | 98,84 | 98,84 100 98,84
Keuangan Perangkat
Daerah
3. | Cakupan Administrasi | 100 | 55,41 | 55,41 100 55,41
Kepegawaian
Perangkat Daerah
4. | Cakupan Administrasi 100 | 90,64 | 90,64 100 90,64
Umum Perangkat
Daerah
5. | Cakupan Pengadaan 100 100 100 100 100
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
6. | Cakupan Penyediaan 100 | 94,11 | 94,11 100 94,11
Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
7. | Cakupan 100 | 90,65 | 90,65 100 90,65

Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah




Cakupan Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan
Pemerintahan di

Tingkat Kecamatan

100

100

100

100

100

Cakupan
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Yang Tidak
Dilaksanakan oleh Uni
Kerja Perangkat
Daerah yang Ada di

Kecamatan

100

100

100

100

100

10.

Cakupan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan
Yang Dilimpahkan
kepada Camat

100

100

100

100

100

11.

Cakupan Kegiatan
Pemberdayaan

Kelurahan

100

96,04

96,04

100

96,04

12

Cakupan
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan

Tingkat Kecamatan

100

96,89

96,89

100

96,89

13

Cakupan Koordinasi
Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan

Ketertiban Umum

100

77,07

77,07

100

77,07

14.

Cakupan Koordinasi
penerapan dan
penegakan peraturan
daerah dan peraturan
kepala daerah

100

100

100

100

100

15

Cakupan
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan

Umum sesuai

100

100

100

100

100




Penugasan Kepala

Daerah

16. | Cakupan Fasilitasi, 100 | 100 100 100
Rekomendasi dan
Koordinasi
Pembinaan dan
Pengawasan

Pemerintahan Desa

100

Dari uraian capaian kinerja diatas sehingga capaian kinerja pada
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik sebesar
99,53 9% atau kategori Baik dan capaian kinerja pada Sasaran 2 :
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat sebesar 96,67 % atau

kategori Baik

Secara umum capaian kinerja sebagian besar indikator pada Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan sasaran
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik sebesar 98,10 % atau

kategori Baik.

Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai
target kinerja sasaran diatas terdapat hambatan dan kendala. Hambatan dan
kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai
berikut :

1. Belum tumbuhnya kesadaran secara baik di lingkungan aparatur
melakukan manjemen kinerja secara baik, orientasi pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi organisasi saat ini masih banyak sekedar melaksanakan
kegiatan tanpa memperhatikan apakah memberikan kontribusi bagi
masyarakat atau tidak.

2. Masih banyaknya aparatur yang belum mau merubah mind set mereka
dalam menerima perubahan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
Kecenderungan yang terjadi masih banyak aparat yang ingin berada pada
zona nyaman (comfort zone) dan enggan untuk masuk pada era
persaingan. Selain hal tersebut juga masih banyak aparatur yang masih
enggan untuk berpikir inovatif dan kreatif dalam rangka mencapai tujuan
akhir terwujudnya pemerintahan yang baik.

3. Adanya pandemi Virus Covid-19 dan terbitnya peraturan/ surat edaran
untuk mendukung pengurangan laju Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) serta himbauan untuk tidak melaksanakan kegiatan yang bersifat
melibatkan pengumpulan massa atau melibatkan banyak orang. Selain itu

adanya larangan untuk bepergian ke luar daerah sehingga




4,

penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tidak
bisa dilaksanakan secara maksimal.

Tidak tersedianya spesifikasi barang pakaian dinas harian sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara sehingga pengadaan
pakaian dinas harian dan atribut PDH tidak bisa direalisasikan.

Dalam penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan, kebanyakan kelurahan tidak berpedoman pada hasil
Musrenbang Kelurahan yang telah dilaksanakan pada awal tahun anggaran
sebelumnya sehingga banyak kegiatan prioritas yang belum bisa

direalisasikan.

Sedangkan alternatif solusi atau rencana aksi yang dilakukan untuk

mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah :

1.

Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan
dan pelatihan, diharapkan aparatur menjadi lebih kompeten dan
responsive dalam melaksanakan tugas.

Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan arah tujuan dan
sasaran yang jelas dan terukur, baik dibidang kelembagaan,
ketatalaksanaan, akuntabilitas, pelayanan publik, SDM Aparatur dan
Pengawasan

Memberikan pendampingan terhadap kelurahan dalam penyusunan
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan agar mengacu pada hasil
Musrenbang.

Melakukan pendampingan dalam penyusunan anggaran untuk kelurahan
yang menjadi bagian dari perangkat Kecamatan.

Memprioritaskan program dan kegiatan kepada sasaran yang lebih spesifik
terutama yang mendukung pada pencapaian sasaran strategis yang telah
ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan tetap mentaati protokol kesehatan dengan
menerapkan gerakan 5 M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun
dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi
mobilisasi dan interaksi, dan mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan
oleh Kepala Daerah sehingga program dan kegiatan yang telah

direncanakan tetap dapat dilaksanakan.

Realisasi Anggaran.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat

Daerah Kecamatan Sukoharjo pada tahun anggaran 2021, didukung dengan

Anggaran Pendapatan Rp. 1.636.362.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh

enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Anggaran



Belanja sebesar Rp. 39.724.225.900,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus
dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
Anggaran tersebut bersumber dari 100 % APBD Kabupaten Sukoharjo dengan

komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi Rp. 31.489.817.900,-
a. Belanja Pegawai Rp. 11.422.428.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 17.380.103.900,-
c. Belanja Hibah Rp. 2.687.286.000,-
2. Belanja Modal Rp.  8.234.408.000,-
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 145.427.000,-
b. Belanja modal gedung dan bangunan Rp. 824.613.000,-
c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp. 7.262.068.000,-
d. Belanja modal aset tetap lainnya Rp. 2.300.000,-

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun
2021 tanggal 29 September 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
sebesar Rp. 39.724.225.900,00 terealisasi sebesar Rp.
36.315.853.999,00 atau (91,42 %). Dengan demikian terdapat efisiensi
anggaran penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 1.384.302.223,00 atau
sebesar (8,58 %) dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun
Anggaran 2021 pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo secara rinci

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II1.B.1
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2021 (per 31 Desember 2021)

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
SUB KEGIATAN (Rp.) (Rp.) (%)
1 2 3 4 5

Meningkatnya | PROGRAM PENUNJANG

kualitas URUSAN PEMERINTAHAN

aparatur dan | DAERAH KABUPATEN/KOTA

pelayanan

publik
Kegiatan Perencanaan, 99.500.000 99.250.000| 99,75
Penganggaran, dan Evaluasi




Kinerja Perangkat Daerah

1). Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

30.000.000

29.750.000

99,17

2). Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

10.000.000

10.000.000

100

3). Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

12.000.000

12.000000

100

4). Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

10.000.000

10.000.000

100

5). Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD

11.500.000

11.500.000

100

6). Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

10.000.000

10.000.000

100

7). Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

16.000.000

16.000.000

100

Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

11.578.629.000

10.795.172.549

93,23

1). Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

10.690.908.000

9.943.411.549

93,01

2). Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

856.350.000

820.390.000

95,80

3). Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

10.000.000

10.000.000

100

4). Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

5.000.000

5.000.000

100

5). Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semes
teran SKPD

11.371.000

11.371.000

100

6). Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

5.000.000

5.000.000

100

Kegiatan Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

280.550.000

155.460.000

55,41

1). Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut

125.550.000

1.000.000

0,80




Kelengkapannya

2). Monitoring, Evaluasi dan
Penilaian Kinerja Pegawai

35.000.000

34.460.000

98,46

3). Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

120.000.000

120.000.000

100

Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat Daerah

891.839.000

808.324.800

90,64

1). Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

73.066.000

72.547.050

99,29

2). Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

51.750.000

50.084.000

96,78

3). Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

620.988.000

587.833.000

94,66

4). Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

54.330.000

53.299.750

98,10

5). Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

33.090.000

29.521.000

89,21

6). Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

58.615.000

15.040.000

25,66

Kegiatan Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

132.727.000

131.846.000

99,34

1). Pengadaan Mebel

18.414.000

18.414.000

100

2). Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

94.700.000

94.244.000

99,52

3). Pengadaan Aset Tetap
Lainnya

2.300.000

2.300.000

100

4). Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

17.313.000

16.888.000

97,55

Kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1.893.602.900

1.657.413.588

87,53

1). Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

86.845.000

86.813.500

99,96

2). Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

420.769.000

346.436.106

82,33

3). Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

1.385.988.900

1.224.163.982

88,32

Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

504.790.000

458.890.012

90,91

1). Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak

178.565.000

143.931.312

80,60




Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

2). Penyediaan Jasa, Biaya 7.050.000 4.463.700 | 63,31
Pemeliharaan, Oajak dan
Perizinan Kendaraan
Operasional atau Lapangan
3).  Pemeliharaan Mebel 5.000.000 5.000.000 100
4).  Pemeliharaan Peralatan 78.230.000 77.399.000 | 98,94
dan Mesin Lainnya
5).  Pemeliharaan/Rehabilitasi 226.245.000 218.396.000 | 96,53
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
6).  Pemeliharaan/Rehabilitasi 9.700.000 9.700.000 100
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Meningkatnya | Kegiatan Koordinasi 10.000.000 10.000.000 100
kualitas Penyelenggaraan Kegiatan
pelayanan Pemerintahan di Tingkat
kepada Kecamatan
masyarakat
1). Peningkatan Efektifitas 10.000.000 10.000.000 100
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Kegiatan Penyelenggaraan 20.000.000 19.000.000 95
Urusan Pemerintahan Yang
Tidak Dilaksanakan Oleh
Unit Kerja Perangkat
Daerah Yang Ada Di
Kecamatan
1). Fasilitasi Percepatan 10.000.000 9.250.000 92,50
Standar Pelayanan Minimal
di Wilayah Kecamatan
2). Peningkatan Efektifitas 10.000.000 9.750.000 97,50
Pelaksanaan Pelayanan
Keapada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Kegiatan Pelaksanaan 10.000.000 10.000.000 100




Urusan Pemerintahan Yang

Dilimpahkan Kepada Camat

1). Pelaksanaan Urusan 10.000.000 10.000.000 100
Pemerintahan Yang
Terkait Dengan
Kewenangan Lain Yang
Dilimpahkan
Kegiatan Pemberdayaan 17.348.277.000 | 16.661.193.500 | 96,04
Kelurahan
1). Peningkatan Partisipasi 90.300.000 89.988.000 99,65
Masyarakat Dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
2). Pembangunan Sarana dan |11.755.407.000 | 11.225.199.000 95,49
Prasarana Kelurahan
3). Pemberdayaan Masyarakat | 5.482.570.000 5.326.006.500 97,14
di Kelurahan
4). Evaluasi Kelurahan 20.000.000 20.000.000 100
Kegiatan Pemberdayaan 363.001.000| 351.712.000 96,89
Lembaga Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan
1). Penyelenggaraan Lembaga 241.802.000 238.847.000 98,78
Kemasyarakatan
2). Peningkatan Kapasitas 111.199.000 103.115.000 92,73
Lembaga Kemasyarakatan
3). Fasilitasi Pengembangan 10.000.000 9.750.000 97,50
Usaha Ekonomi
Masyarakat
Kegiatan Koordinasi Upaya 6.223.015.000 | 4.795.818.050 77,07
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
1). Sinergitas Dengan 10.000.000 9.500.000 95

Kepolisian Negara
Republik Indonesia,

Tentara Nasional




Indonesia Dan Instansi
Vertikal di Wilayah

Indonesia

2). Harmonisasi Hubungan
Dengan Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat

6.213.015.000

4.786.318.050

77,04

Kegiatan Koordinasi
Penerapan dan Penegakan
Peraturan Daerah Dan

Peraturan Kepala Daerah

65.395.000

62.733.500

95,93

1). Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah Yang
Tugas dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara

Republik Indonesia

65.395.000

62.733.500

95,93

Kegiatan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum Sesuai Penugasan

Kepala Daerah

152.700.000

150.040.000

98,26

1). Pelaksanaan Tugas Forum
Koordinasi Pimpinan di

Kecamatan

152.700.000

150.040.000

98,26

Kegiatan Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan

Desa

150.200.000

149.000.000

99,20

1). Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan

Pendayagunaan Aset Desa

150.200.000

149.000.000

99,20




BAB IV

PENUTUP

Tinjauan Umum Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sub sistem
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu suatu
instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu
kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja dan pelaporan kinerja.

Sebagai bahan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporankinerija,
LKjIP Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 memuat
informasi kinerja mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan
sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

Pencapaian sasaran strategis ini dianalisis secara mandiri (self
assessment) dan melalui pengukuran kinerja dan dilakukan evaluasi secara
mandiri (self evaluation). Hal ini perlu dilakukan karena kita menyadari bahwa
sejumlah indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran
strategis belum sepenuhnya bersifat outcome dan sebagian masih berupa
indikator output.

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki
posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas
dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian,
kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkanpotensi
wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu
tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah
Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta
memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Kecamatan Sukoharjo adalah Perangkat Daerah berada dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan
penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan. Agar pelaksanaan tugas dan



fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM,

sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan

indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2021 secara keseluruhan sudah berhasil

dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran

strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dan

sasaran strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik

disimpulkan bahwa Rata-rata dari 2 (dua) sasaran strategis tersebut

capaiannya 98,10 % Dikategorikan “Baik”.

B. Permasalahan/Kendala.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target

kinerja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 antara lain :

1.

2.

Karena regulasi baru dimana kelurahan menjadi perangkat kecamatan,
sehingga dalam pelaksanaannya masih belum maksimal

Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang
ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang
diwujudkan.

Dalam pencapaian sasaran strategis masih dijumpai adanya kendala baik
berupa keterbatasan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur,
alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana serta keterbatasan data.
Dampak pandemi covid 19 turut mempengaruhi dalam pencapaian sasaran

strategis.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan

Sukoharjo di masa mendatang antara lain :

1.

Perlu perbaikan perencanaan, agar program dan kegiatan diorientasikan
untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Meningkatkan pemahaman pada semua perangkat, baik kelurahan dan
kecamatan untuk mengimplementasikan manajemen kinerja secara baik
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka menyediakan sumber daya
yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sarana dan
prasarana, serta menyusun data yang menjadi kewenangan Kecamatan

dengan memanfaatkan teknologi.



4. Mengoptimalkan fungsi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan
Pembangunan dalam kegiatan proses penyusunan dokumen
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun monitoring dan evaluasi.

5. Dalam melaksanakan kegiatan tetap mentaati protokol kesehatan.

Pada akhir laporan ini diharapkan agar Laporan Kinerja Kecamatan
Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 ini disamping sebagai bahan
evaluasi akuntabilitas kinerja, agar dapat dimanfaatkan juga untuk :

1. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.
2. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
3. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan
Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan harapan informasi yang
tersaji dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik dan memperbaiki kinerja
yang belum optimal dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan semoga dapat menjadi bahan evaluasi

untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Sukoharijo, Januari 2022

C;‘\MAT SUKOHARJO
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RENCANA KINERJA TAHUNAN

TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH( OPD)

OPD : KECAMATAN SUKOHARIO
Tahun 2021
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
STRATEGIS
1 2 3

Meningkatnya Nilai SAKIP PD 60,48

kualitas aparatur

dan pelayanan

publik
Persentasepelaksanaanpenunjangurusanpemerintahdaerah | 100%

Meningkatnya Persentasepeningkatanpelayanan Kecamatan 100%

kualitas pelayanan

kepadamasyarakat
Tingkat 100%
kinerjapenyelenggaraanpemerintahandanpelayanan public
Persentasepemberdayaanmasyarakatdesadankelurahan 100%
Persentasecapaianketentramandanketertibanumum 100%
Cakupanpenyelenggaraanurusanpemerintahanumum 100%
Cakupanpembinaandanpengawasanpemerintahandesa 100%

Sukoharjo, Januari 2021

PIt. CAMAT SUKOHARIO
AR

/ Penata Tk I
NIP. 19841107 201001 1 023




PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH( OPD)

OPD : KECAMATAN SUKOHARIO
Tahun 2021
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI %
STRATEGIS
1 2 3
Meningkatnya | Nilai SAKIP PD 60,48 60,20 99,53
kualitas
aparatur dan
pelayanan
publik
Persentasepelaksanaanpenunjangurusanpemerintahdaerah 100% 89,95% 89,95
Meningkatnya | Persentasepeningkatanpelayanan Kecamatan 100% 96,67% 96,67
kualitas
pelayanan
kepada
masyarakat
Tingkat 100% 100% 100
kinerjapenyelenggaraanpemerintahandanpelayanan publik
Persentasepemberdayaanmasyarakatdesadankelurahan 100% 96,46% 96,46
Persentasecapaianketentramandanketertibanumum 100% 88,53% 88,53
Cakupanpenyelenggaraanurusanpemerintahanumum 100% 100% 100
Cakupanpembinaandanpengawasanpemerintahandesa 100% 100% 100
Sukoharijo, Desember 2021
CAMAT SUKOHARJO
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KABUPATEN SUKOHARJO
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